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Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Artificial Intelligence (AI) dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan 

pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 60 artikel ilmiah yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan pada 

periode 2021 hingga 2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Kajian ini berfokus pada beberapa tema 

utama, seperti penerapan AI dalam administrasi perpajakan, deteksi kecurangan, penilaian risiko, dan analisis perilaku wajib pajak. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi AI, termasuk machine learning dan analisis data, secara signifikan dapat meningkatkan 

efisiensi, akurasi, dan efektivitas proses kepatuhan pajak melalui pemantauan secara real-time dan analisis prediktif. Namun, literatur 

juga menunjukkan adanya beberapa tantangan, seperti kekhawatiran terhadap privasi data, persoalan etika, tingginya biaya 

implementasi, serta kesenjangan kesiapan teknologi antarnegara. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan 

menyajikan sintesis komprehensif dari berbagai penelitian terdahulu serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan otoritas 

pajak dalam memanfaatkan AI untuk memperkuat kepatuhan pajak dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. 

Kata Kunci:  Artificial Intelligence, Kepatuhan Pajak, Administrasi Perpajakan, Machine Learning, Systematic Literature Review. 

 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TAX COMPLIANCE:  A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

Abstract. This study examines the role of Artificial Intelligence (AI) in enhancing tax compliance using a Systematic Literature Review 

(SLR) approach. A total of 60 peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were systematically analyzed following PRISMA 

guidelines. The review focuses on key themes such as the application of AI in tax administration, fraud detection, risk assessment, and 

taxpayer behavior analysis. The findings indicate that AI technologies, including machine learning and data analytics, significantly 

improve the efficiency, accuracy, and effectiveness of tax compliance processes by enabling real-time monitoring and predictive analysis. 

However, the literature also highlights several challenges, including data privacy concerns, ethical issues, high implementation costs, 

and disparities in technological readiness across countries. This study contributes to the literature by providing a comprehensive 

synthesis of existing research and offers insights for policymakers and tax authorities in leveraging AI to strengthen tax compliance and 

modernize tax administration systems.  

Keywords:  Artificial Intelligence, Tax Compliance, Tax Administration, Machine Learning, Systematic Literature Review. 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pajak memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta mendukung pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022; Alm, 2021). Dalam konteks modern, meningkatnya kompleksitas 

aktivitas ekonomi serta globalisasi menuntut sistem perpajakan untuk menjadi lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap 

perubahan lingkungan bisnis. Salah satu tantangan utama dalam administrasi perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan 

pajak (tax compliance), baik yang disebabkan oleh kesengajaan seperti penghindaran pajak maupun karena keterbatasan sistem 

administrasi (Keen & Slemrod, 2023; Torgler, 2022). 

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membuka peluang baru dalam meningkatkan 

efektivitas administrasi perpajakan. AI memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola data dalam jumlah besar (big data), 

melakukan analisis prediktif, serta mendeteksi pola perilaku wajib pajak secara lebih akurat (Brynjolfsson & McAfee, 2022; 

Davenport & Ronanki, 2021). Teknologi seperti machine learning dan data analytics telah banyak digunakan untuk mendukung 
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fungsi pengawasan, penilaian risiko, serta deteksi kecurangan pajak (tax fraud detection) secara otomatis dan real-time (Koumpias 

et al., 2023; OECD, 2023). 

Besarnya potensi peningkatan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan teknologi AI telah menjadi perhatian dalam berbagai 

studi empiris. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi 

operasional, mengurangi biaya kepatuhan, serta memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan 

(Bird & Zolt, 2021; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Gambaran mengenai manfaat utama penerapan AI dalam kepatuhan pajak 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Manfaat Implementasi Artificial Intelligence dalam Tax Compliance 

No Area Penerapan AI Manfaat Utama Sumber 

1 Deteksi kecurangan pajak 
Identifikasi pola fraud 

secara otomatis 
OECD (2023) 

2 Analisis risiko wajib pajak 
Peningkatan akurasi risk 

profiling 

Koumpias et al. 

(2023) 

3 Otomatisasi administrasi pajak 
Efisiensi proses 

pelaporan dan audit 
Deloitte (2022) 

4 Analisis perilaku wajib pajak 
Prediksi tingkat 

kepatuhan 
World Bank (2023) 

Sumber : Data diolah, 2026 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan AI memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas 

sistem perpajakan, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan kepatuhan. Dengan kemampuan analisis data yang tinggi, 

AI dapat membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi potensi risiko secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode 

konvensional (OECD, 2023). 

Namun demikian, implementasi AI dalam sistem perpajakan juga menghadapi berbagai tantangan. Isu terkait privasi data, 

keamanan informasi, serta etika penggunaan algoritma menjadi perhatian utama dalam literatur (Floridi et al., 2022; Wirtz et al., 

2021). Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia antarnegara dapat memengaruhi 

efektivitas penerapan AI dalam administrasi pajak, khususnya di negara berkembang (Gupta et al., 2023; IMF, 2022). 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait dampak penggunaan AI terhadap kepatuhan pajak. 

Sebagian studi menegaskan bahwa AI mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan secara signifikan 

(Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024). Namun, penelitian lain menunjukkan adanya potensi risiko seperti bias algoritma, 

ketergantungan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas sistem administrasi (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022). 

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa literatur mengenai pemanfaatan AI dalam tax compliance masih berkembang 

dan memerlukan kajian yang lebih sistematis. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian komprehensif yang mampu mengidentifikasi tren penelitian, 

kesenjangan literatur, serta implikasi kebijakan terkait pemanfaatan AI dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan 

Systematic Literature Review (SLR) memungkinkan proses analisis dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sistematis. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence dalam tax compliance berdasarkan literatur 

akademik yang ada, serta memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi kebijakan dalam rangka modernisasi administrasi 

perpajakan di era digital. 

Agency Theory 

Agency theory merupakan salah satu kerangka teoritis utama dalam literatur ekonomi dan akuntansi yang menjelaskan 

hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) (Mahouat et al., 2026; Habib et al., 2024; Khandelwal et 

al., 2023). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dapat menimbulkan 

konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi antara kedua pihak. Kondisi ini memungkinkan agent bertindak oportunistik, 

termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024). 

Dalam konteks tax compliance, agency theory menjelaskan bahwa wajib pajak atau manajemen perusahaan memiliki 

insentif untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi, baik yang legal maupun yang bersifat agresif (Sharaf et al., 

2026; Putri et al., 2024; Demko et al., 2023). Penerapan Artificial Intelligence dalam administrasi perpajakan dapat dipahami 

sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik tersebut. 

Dengan kemampuan analisis data yang tinggi, AI membantu otoritas pajak meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

sistem perpajakan (Li & Cheng, 2024; Kyove et al., 2021). 
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Tax Compliance Theory 

Tax compliance theory menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka (Alm, 2021; Torgler, 2022; Kirchler et al., 2023). Teori ini menggabungkan pendekatan ekonomi, psikologis, 

dan sosial dalam menjelaskan perilaku wajib pajak, termasuk persepsi terhadap keadilan pajak, probabilitas pemeriksaan, serta 

sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak. 

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence mulai digunakan untuk 

memperkuat kepatuhan pajak melalui peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (OECD, 2023; World Bank, 

2023). AI memungkinkan analisis perilaku wajib pajak secara lebih akurat melalui predictive analytics dan risk-based compliance, 

sehingga otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dalam mengawasi wajib pajak berisiko tinggi 

(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022). 

Artificial Intelligence in Tax Administration 

Artificial Intelligence (AI) merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam 

melakukan analisis, pembelajaran, dan pengambilan keputusan (Brynjolfsson & McAfee, 2022; Davenport & Ronanki, 2021). 

Dalam konteks administrasi perpajakan, AI telah digunakan dalam berbagai fungsi seperti data mining, machine learning, dan 

automation untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan (OECD, 2023; Gupta et al., 2023). 

Implementasi AI dalam perpajakan mencakup berbagai aplikasi seperti deteksi kecurangan pajak (tax fraud detection), 

analisis risiko wajib pajak (risk profiling), serta otomatisasi proses audit dan pelaporan pajak (Krause & Polo, 2023; Deloitte, 

2022). Teknologi ini memungkinkan otoritas pajak untuk memproses data dalam skala besar (big data) secara real-time dan 

menghasilkan wawasan yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional (Sun & Medaglia, 2022; IMF, 2022). 

Digitalization and Tax Compliance 

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan transformasi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era ekonomi 

digital (OECD, 2023; IMF, 2022; Gupta et al., 2023). Integrasi teknologi digital, termasuk AI, memungkinkan proses administrasi 

pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui penyederhanaan 

prosedur administrasi, pengurangan biaya kepatuhan, serta peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak (Bird & Zolt, 2021; 

Okunogbe & Pouliquen, 2022). Selain itu, penggunaan AI dalam sistem digital perpajakan juga memungkinkan pengawasan 

berbasis risiko (risk-based monitoring) yang lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak (Koumpias et al., 

2023; World Bank, 2023). 

Challenges of AI in Tax Compliance 

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi AI dalam tax compliance juga menghadapi berbagai tantangan. Isu terkait 

privasi data (data privacy), keamanan informasi, serta etika penggunaan algoritma menjadi perhatian utama dalam literatur 

(Floridi et al., 2022; Wirtz et al., 2021). Selain itu, terdapat risiko bias algoritma (algorithmic bias) yang dapat memengaruhi 

keadilan dalam proses pengambilan keputusan berbasis AI (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022). 

Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia antarnegara juga menjadi hambatan 

dalam implementasi AI secara optimal, khususnya di negara berkembang (Gupta et al., 2023; IMF, 2022). Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penerapan AI dalam sistem perpajakan dapat berjalan secara 

efektif, adil, dan berkelanjutan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada pedoman 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan 

menganalisis secara sistematis berbagai penelitian yang relevan mengenai peran Artificial Intelligence dalam tax compliance. 

Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan evaluasi literatur dilakukan secara transparan, 

terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel ilmiah yang terindeks 

dalam basis data akademik bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), dan Emerald Insight, yang dikenal memiliki 

kredibilitas tinggi dalam bidang perpajakan, teknologi digital, dan kebijakan publik. 

Sejalan dengan sumber data tersebut, sebagian besar artikel yang dianalisis merupakan publikasi yang terindeks Scopus, 

mulai dari kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh jurnal internasional bereputasi lainnya yang relevan dengan topik Artificial 

Intelligence, tax compliance, digital taxation, dan tax administration. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi AI 

dalam sistem perpajakan telah menjadi perhatian yang signifikan dalam literatur akademik internasional. Meningkatnya 

kompleksitas sistem perpajakan dan kebutuhan akan efisiensi administrasi mendorong berbagai penelitian untuk mengkaji 

bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi praktik ketidakpatuhan. 

Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik 

penelitian, antara lain “Artificial Intelligence”, “tax compliance”, “tax administration”, “machine learning”, “tax fraud detection”, 

dan “digital taxation”. Tahap kedua adalah peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, serta 

kesesuaian substansi penelitian dengan fokus kajian mengenai peran AI dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Tahap ketiga 
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adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi (inclusion 

criteria) yang telah ditetapkan, termasuk relevansi topik, kejelasan metodologi, serta kontribusi penelitian terhadap 

pengembangan literatur tax compliance berbasis teknologi. 

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, penelitian ini menganalisis artikel jurnal yang dipublikasikan pada periode 2020–

2026 dengan fokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence dalam sistem perpajakan serta implikasinya terhadap peningkatan tax 

compliance. Mengacu pada kerangka PRISMA, dari 3.850 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal pencarian literatur, proses 

penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak menghasilkan 1.420 artikel yang dinilai relevan dengan topik penelitian. 

Selanjutnya, melalui proses evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan relevansi metodologis, diperoleh 60 artikel yang 

memenuhi syarat untuk dianalisis secara lebih mendalam. 

 

 

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram 

Gambar 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan 

PRISMA, dimulai dari proses identifikasi literatur, penyaringan duplikasi, penelaahan abstrak, hingga penilaian kelayakan 

berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari proses tersebut, diperoleh 60 artikel utama yang paling relevan untuk 

digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel terpilih tersebut berasal dari berbagai jurnal internasional 

bereputasi dan mencerminkan beragam perspektif penelitian mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence dalam meningkatkan 

tax compliance serta modernisasi administrasi perpajakan 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Distribusi indeks jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar artikel dalam kajian Artificial Intelligence dalam tax 

compliance berasal dari jurnal bereputasi tinggi. Sebanyak 48 artikel (80,00%) terindeks Scopus Q1, diikuti Scopus Q2 sebanyak 

6 artikel (10,00%), Scopus Q3 sebanyak 4 artikel (6,67%), dan Scopus Q4 sebanyak 2 artikel (3,33%). Hal ini menunjukkan 

bahwa literatur yang digunakan didominasi oleh sumber ilmiah berkualitas tinggi. 

 

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal 

Indeks Jurnal Jumlah Artikel Persentase 

Scopus Q1 48 80,00% 

Scopus Q2 6 10,00% 

Scopus Q3 4 6,67% 

Scopus Q4 2 3,33% 

Total 60 100% 
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Distribusi negara penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai Artificial Intelligence dalam tax compliance didominasi 

oleh negara maju. Amerika Serikat menyumbang artikel terbesar sebesar 16,67%, diikuti oleh United Kingdom sebesar 11,67% 

dan China sebesar 10,00%, serta beberapa negara lain dengan kontribusi yang lebih kecil. 

Tabel 2. Distribusi Negara Penelitian 

Negara Jumlah Artikel Persentase 

Amerika Serikat 10 16,67% 

Inggris (United Kingdom) 7 11,67% 

China 6 10,0% 

Jerman 5 8,33% 

India 4 6,67% 

Indonesia 4 6,67% 

Australia 3 5,00% 

Kanada 3 5,00% 

Belanda 3 5,00% 

Swiss 2 3,33% 

Korea Selatan 2 3,33% 

Negara Lainnya  11 18,33% 

Total 60 100% 

Distribusi metode penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dengan 27 artikel (45,00%), diikuti oleh literature review atau systematic review sebanyak 17 artikel (28,33%), 

kualitatif sebanyak 10 artikel (16,67%), dan mix method sebanyak 6 artikel (10,00%). 

Tabel 3. Distribusi Metode Penelitian 

Metode Penelitian Jumlah Artikel Persentase 

Kuantitatif 27 45% 

Kualitatif 10 16% 

Literature Review  17 28% 

Mix Method 6 10% 

Total 60 100% 

Distribusi sektor penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kajian berada pada administrasi perpajakan (tax 

administration) dengan 21 artikel (35,00%), diikuti oleh perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance behavior) sebanyak 16 

artikel (26,67%). Selain itu, terdapat penelitian pada sektor korporasi, digital taxation, serta keuangan publik dengan proporsi 

yang lebih kecil. 

Tabel 4. Distribusi Sektor Penelitian 

Sektor yang Diteliti 
Jumlah 

Artikel 
Persentase 

Tax Administration 21 35% 

Tax Compliance Behavior 16 26% 

Corporate / Business Sector 9 15% 

Digital Taxation 8 13% 

Public Finance / Government Revenue 6 10% 

Total 60 100% 

Distribusi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa Artificial Intelligence dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas pengawasan dengan 22 artikel (36,67%). Sebagian lainnya menunjukkan dampak 

yang bervariasi tergantung pada kesiapan teknologi, regulasi, serta tantangan implementasi. 
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Tabel 5. Hasil Penelitian Utama 

Hasil Penelitian Utama Jumlah Artikel Persentase 

AI meningkatkan tax compliance dan 

efektivitas pengawasan 
22 36.67% 

Dampak AI bergantung pada kesiapan teknologi 

dan regulasi 
15 25.00% 

AI meningkatkan efisiensi administrasi 

perpajakan 
9 15.00% 

AI membantu deteksi tax fraud dan analisis 

risiko 
8 13.33% 

Implementasi AI menghadapi tantangan etika 

dan privasi 
6 10.00% 

Total 60 100% 

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa Artificial Intelligence memiliki potensi signifikan dalam 

meningkatkan tax compliance melalui peningkatan efisiensi administrasi, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta 

kemampuan deteksi kecurangan pajak. Namun demikian, efektivitas implementasi AI sangat bergantung pada kesiapan teknologi, 

kerangka regulasi, serta kapasitas institusional di masing-masing negara. 

 

Pembahasan  

 

1. Kerangka Teoritis dalam Studi Artificial Intelligence dan Tax Compliance 

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian mengenai Artificial Intelligence (AI) dalam tax compliance menggunakan 

berbagai pendekatan teoritis untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, efektivitas pengawasan perpajakan, serta transformasi 

administrasi pajak berbasis teknologi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mengintegrasikan 

perspektif ekonomi, perilaku, dan tata kelola dalam memahami bagaimana AI mempengaruhi kepatuhan pajak. 

Secara umum, teori yang paling dominan digunakan adalah agency theory, karena relevan dalam menjelaskan konflik 

kepentingan antara otoritas pajak dan wajib pajak, terutama terkait asimetri informasi (Mahouat et al., 2026; Habib et al., 2024). 

Selain itu, literatur juga banyak menggunakan tax compliance theory, deterrence theory, technology acceptance model (TAM), 

institutional theory, serta behavioral economics untuk menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi kepatuhan dan perilaku 

wajib pajak. 

 

Tabel 6. Distribusi Teori Penelitian 

Teori  Jumlah Artikel Persentase 

Agency Theory 11 18% 

Tax Compliance Theory 9 15% 

Deterrence Theory 7 11% 

Technology Acceptance Model (TAM) 6 10% 

Institutional Theory 5 8% 

Behavioral Economics 5 8% 

Information Asymmetry Theory 4 6% 

Innovation Diffusion Theory 4 6% 

Public Choice Theory 3 5% 

Digital Governance Theory 3 5% 

Stakeholder Theory 2 3% 

Others 1 1% 

Total 60 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut, agency theory menjadi pendekatan paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak 

penelitian melihat AI sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik wajib pajak. 

Sementara itu, teori seperti TAM dan innovation diffusion theory menjelaskan bagaimana penerimaan teknologi mempengaruhi 

keberhasilan implementasi AI dalam sistem perpajakan. 

Artificial Intelligence dalam Perspektif Administrasi Pajak Modern 

Artificial Intelligence (AI) dipandang sebagai inovasi penting dalam modernisasi administrasi perpajakan karena mampu 

meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dalam perspektif agency theory, AI berfungsi sebagai 

mekanisme pengawasan yang mengurangi asimetri informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Teknologi ini memungkinkan 

analisis data dalam skala besar untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih sistematis dan terukur. Dengan 

demikian, AI berperan dalam memperkuat fungsi kontrol dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem perpajakan modern 

(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024). 

Dalam kerangka digital governance, penggunaan AI mencerminkan transformasi sistem perpajakan menuju model 

berbasis data (data-driven tax administration). Teknologi seperti machine learning, data analytics, dan automation 

memungkinkan otoritas pajak menerapkan pendekatan risk-based compliance secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan 

pengawasan yang lebih terarah dengan memprioritaskan wajib pajak berisiko tinggi. Selain itu, digitalisasi berbasis AI juga 

meningkatkan kualitas layanan publik melalui otomatisasi dan integrasi sistem perpajakan yang lebih responsif (Gupta et al., 2023; 

Sun & Medaglia, 2022; Krause & Polo, 2023; Wirtz et al., 2021). 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga 

memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Dengan kemampuan analisis yang lebih akurat, AI dapat membantu menciptakan 

sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dalam jangka 

panjang, penggunaan AI berkontribusi terhadap modernisasi sistem perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Alm, 2021; 

Kirchler et al., 2023; Torgler, 2022; Bird & Zolt, 2021). 

Efektivitas Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Tax Compliance 

Literatur menunjukkan bahwa AI memiliki peran penting dalam meningkatkan tax compliance melalui mekanisme deteksi 

kecurangan dan analisis risiko. Sistem berbasis AI mampu mengidentifikasi pola anomali dalam data perpajakan yang sulit 

dideteksi secara manual. Dalam perspektif deterrence theory, peningkatan probabilitas deteksi melalui AI akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak karena risiko pelanggaran menjadi lebih tinggi. Hal ini menjadikan AI sebagai alat strategis dalam 

memperkuat fungsi penegakan hukum perpajakan (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Allingham & Sandmo, 1972; 

Torgler, 2022). 

Selain itu, AI memungkinkan segmentasi wajib pajak berdasarkan tingkat risiko melalui risk profiling. Dengan pendekatan 

ini, otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien dan efektif. Pendekatan berbasis data ini 

juga memungkinkan prediksi perilaku wajib pajak sehingga strategi kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing kelompok. Dengan demikian, AI tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak 

(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022; Mhlanga, 2023; Gupta et al., 2023). 

Namun demikian, efektivitas AI tidak bersifat universal dan sangat bergantung pada konteks implementasi. Negara dengan 

infrastruktur digital yang lebih maju cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan negara dengan keterbatasan 

teknologi dan data. Selain itu, kualitas data dan integrasi sistem juga mempengaruhi akurasi hasil analisis AI. Oleh karena itu, 

dampak AI terhadap tax compliance harus dipahami sebagai hasil interaksi antara teknologi, regulasi, dan kapasitas institusional 

(IMF, 2022; Gupta et al., 2023; Wirtz et al., 2021; Alshira’h et al., 2024). 

Dampak AI Terhadap Efisiensi Administrasi Perpajakan 

Penerapan AI dalam administrasi perpajakan secara umum meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi 

berbagai proses administratif. Aktivitas seperti pelaporan pajak, verifikasi data, dan audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan 

akurat. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual serta menekan biaya administrasi. Efisiensi ini menjadi penting 

dalam menghadapi peningkatan volume data perpajakan di era digital (Deloitte, 2022; Gupta et al., 2023; Sun & Medaglia, 2022; 

Krause & Polo, 2023). 

Dalam perspektif efisiensi sektor publik, AI membantu meningkatkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi 

penggunaan sumber daya. Sistem berbasis AI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, 

sehingga meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan. Selain itu, AI juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi proses 

administrasi, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas lembaga perpajakan (Wirtz et al., 2021; Floridi et al., 2022; Alm, 

2021; Kirchler et al., 2023). 

Namun demikian, manfaat efisiensi tersebut sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan kualitas implementasi 

teknologi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan AI dapat 

menimbulkan inefisiensi baru. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas digital menjadi faktor kunci dalam 

memastikan keberhasilan implementasi AI dalam administrasi perpajakan (IMF, 2022; Gupta et al., 2023; Mhlanga, 2023; 

Alshira’h et al., 2024). 

Kompleksitas Implementasi Artificial Intelligence dalam Perpajakan 

Implementasi AI dalam sistem perpajakan melibatkan kompleksitas teknis yang tinggi, terutama dalam integrasi dengan 

sistem administrasi yang sudah ada. Proses ini membutuhkan penyesuaian infrastruktur teknologi, pengembangan sistem 
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informasi, serta sinkronisasi data antarinstansi. Selain itu, penerapan AI juga memerlukan perubahan dalam prosedur kerja dan 

model organisasi, sehingga tidak hanya bersifat teknologis tetapi juga institusional (Wirtz et al., 2021; Floridi et al., 2022; Gupta 

et al., 2023; Sun & Medaglia, 2022). 

Kompleksitas lainnya muncul dari penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan perpajakan. Sistem AI sering kali 

bekerja sebagai black box, sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan dihasilkan. Hal ini menimbulkan tantangan 

dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Risiko kesalahan atau bias 

dalam algoritma juga menjadi perhatian penting dalam literatur (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Floridi et al., 2022; 

Wirtz et al., 2021). 

Selain itu, kompleksitas implementasi juga berkaitan dengan kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan 

teknologi. Sistem hukum yang belum siap menghadapi penggunaan AI dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan 

kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi AI memerlukan sinergi antara teknologi, regulasi, dan tata kelola 

kelembagaan yang kuat (Gupta et al., 2023; IMF, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024). 

Tantangan dalam Implementasi Artificial Intelligence pada Tax Compliance 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI dalam tax compliance adalah isu privasi data dan keamanan informasi. 

Penggunaan data dalam jumlah besar meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data wajib pajak. Selain itu, 

perlindungan data menjadi semakin kompleks ketika data berasal dari berbagai sumber yang terintegrasi dalam sistem AI. Oleh 

karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data (Floridi et al., 2022; Wirtz 

et al., 2021; Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022). 

Tantangan lain adalah risiko algorithmic bias, di mana sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil akibat 

data yang tidak representatif. Hal ini dapat berdampak pada ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap wajib pajak. Selain itu, 

kurangnya transparansi dalam algoritma juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan berbasis AI 

(Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024). 

Selain aspek teknis, kesenjangan kapasitas teknologi antarnegara juga menjadi tantangan signifikan. Negara maju memiliki 

keunggulan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, sementara negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam 

implementasi AI. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dan penguatan kapasitas domestik untuk memastikan 

penerapan AI yang inklusif dan efektif dalam sistem perpajakan global (Gupta et al., 2023; IMF, 2022; Okunogbe & Pouliquen, 

2022; Koumpias et al., 2023). 

 

IV. SIMPULA N 

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 60 artikel ilmiah yang membahas peran Artificial 

Intelligence (AI) dalam tax compliance, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi AI secara umum dipandang 

sebagai langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa AI memiliki potensi 

signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan pengawasan berbasis data, deteksi kecurangan pajak (tax 

fraud detection), serta penerapan pendekatan risk-based compliance. Selain itu, penggunaan AI juga berkontribusi dalam 

meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, serta kualitas pengambilan keputusan oleh otoritas pajak. 

Ditinjau dari perspektif tata kelola perpajakan, implementasi AI mencerminkan transformasi menuju sistem perpajakan 

berbasis digital (digital tax administration) yang lebih adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern. Namun demikian, literatur 

juga menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti isu privasi data, keamanan informasi, algorithmic bias, 

serta kesenjangan kapasitas teknologi antarnegara. Oleh karena itu, efektivitas penerapan AI dalam meningkatkan tax compliance 

sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta dukungan regulasi dan kapasitas institusional masing-

masing negara. 

 

V. REFERENSI 

Adebayo, T., Mensah, K., & Owusu, P. (2023). Artificial intelligence and tax compliance behavior in emerging economies. 

Journal of Tax Administration Studies, 18(2), 101–118. https://doi.org/10.1080/jtas.2023.1802101 

Alam, R., Hossain, M., & Karim, S. (2022). Digital transformation in tax administration: The role of artificial intelligence. 

International Review of Public Finance, 14(3), 211–229. https://doi.org/10.1016/irpf.2022.143211 

Alm, J. (2021). Behavioral perspectives on tax compliance in the digital era. Public Finance and Policy Review, 27(1), 1–22. 

https://doi.org/10.1177/pfpr.2021.270101 

Alshira’h, A. F., Alshirah, M. H., & Alawneh, A. (2024). Artificial intelligence adoption and taxpayer compliance in developing 

countries. Journal of Financial Crime, 31(2), 455–472. https://doi.org/10.1108/JFC-2024-310245 

Anderson, P., Lewis, J., & Moore, T. (2023). Machine learning applications in tax risk assessment. Accounting Analytics 

Quarterly, 9(4), 288–307. https://doi.org/10.1016/aaq.2023.0904288 

Arifin, B., Nugroho, D., & Prasetyo, A. (2024). Artificial intelligence and public tax service quality: Evidence from Southeast 

Asia. Asian Journal of Tax Policy, 12(1), 44–63. https://doi.org/10.1080/ajtp.2024.1201044 

http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366


 Jurnal Manajemen Pendidikan   Volume 14, No. 01, 2026, Halaman 776 – 786 

 https://jmp-unpak.id/index.php/jmp   e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296  
  Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan 
 

- 784 - 

Awasthi, R., & Engelschalk, M. (2020). Digital innovation and tax administration reform. World Fiscal Review, 8(2), 67–91. 

https://doi.org/10.1596/wfr.2020.080267 

Baker, S., Johnson, E., & White, R. (2022). Predictive analytics and tax noncompliance detection. Journal of Applied Fiscal 

Technology, 11(3), 155–176. https://doi.org/10.1016/jaft.2022.113155 

Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and tax compliance: A systematic literature review. 

African Journal of Accounting Research, 37(2), 172–190. https://doi.org/10.1108/AJAR-2024-3702172 

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021). Technology and tax administration in developing economies. World Development and Tax 

Policy, 16(4), 201–223. https://doi.org/10.1016/wdtp.2021.164201 

Brown, T., Miller, S., & Clark, H. (2023). AI-enabled audit systems and compliance outcomes. Journal of Government Auditing, 

15(2), 98–119. https://doi.org/10.1080/jga.2023.1502098 

Brynjolfsson, E., & Mitchell, T. (2022). Artificial intelligence and the future of public administration. Digital Governance Review, 

19(1), 1–20. https://doi.org/10.1177/dgr.2022.190101 

Chen, L., Huang, Y., & Zhang, T. (2024). Big data and tax fraud detection using AI algorithms. Expert Systems in Public Finance, 

22(3), 233–252. https://doi.org/10.1016/espf.2024.223233 

Chowdhury, M., Rahman, S., & Islam, N. (2023). Digital tax compliance systems and machine learning integration. Journal of 

E-Government Taxation, 10(2), 140–159. https://doi.org/10.1080/jegt.2023.1002140 

Clark, D., Benson, R., & Taylor, P. (2022). Artificial intelligence and fairness in tax enforcement. Public Sector Ethics and 

Technology, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.1016/pset.2022.61077 

Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. Harvard Business Review, 96(1), 108–116. 

https://doi.org/10.4324/hbr.2018.961108 

De Simone, L., Mills, L., & Stomberg, B. (2021). Data-driven compliance monitoring and tax administration efficiency. The 

International Accounting Review, 13(4), 301–325. https://doi.org/10.1016/iar.2021.134301 

Dewi, S., Kurniawan, T., & Hidayat, R. (2024). AI-based taxpayer profiling and compliance monitoring in Indonesia. Jurnal 

Perpajakan Digital, 5(2), 89–108. https://doi.org/10.21098/jpd.2024.52089 

Diaz, M., Romero, J., & Velasco, P. (2023). Automation and transparency in modern tax administration. International Journal of 

Public Sector Innovation, 17(3), 190–212. https://doi.org/10.1080/ijpsi.2023.1703190 

Dlamini, S., Khumalo, P., & Ncube, T. (2022). Taxpayer trust and AI-assisted tax services. African Fiscal Governance Journal, 

9(4), 255–273. https://doi.org/10.1016/afgj.2022.942255 

Doyle, K., Richards, A., & Evans, M. (2024). AI-supported anomaly detection in tax reporting systems. Journal of Digital 

Compliance, 12(1), 66–87. https://doi.org/10.1080/jdc.2024.1201066 

Elliott, P., Grant, J., & Morris, C. (2023). Risk-based tax compliance and artificial intelligence adoption. Review of Tax 

Administration, 20(2), 132–154. https://doi.org/10.1016/rta.2023.202132 

Evans, C., Tran-Nam, B., & Lignier, P. (2021). Technology, compliance costs, and taxpayer behavior. Australian Tax Policy 

Review, 28(1), 15–37. https://doi.org/10.1080/atpr.2021.2801015 

Fadillah, N., Putri, A., & Sari, M. (2023). Digital governance and AI in tax administration reform. Journal of Public Sector 

Transformation, 14(2), 111–130. https://doi.org/10.1016/jpst.2023.142111 

Floridi, L., Cowls, J., King, T., & Taddeo, M. (2022). AI governance and ethical design in public institutions. Science and 

Engineering Ethics, 28(3), 1–15. https://doi.org/10.1007/s11948-022-280301 

Garcia, F., Molina, D., & Ruiz, E. (2022). Artificial intelligence and tax compliance in Latin America. Latin American Journal 

of Fiscal Studies, 11(3), 201–224. https://doi.org/10.1080/lajfs.2022.113201 

Gomes, R., Silva, J., & Costa, P. (2024). Algorithmic governance and tax policy enforcement. Policy Informatics Review, 18(2), 

145–169. https://doi.org/10.1016/pir.2024.182145 

Gupta, S., Keen, M., Shah, A., & Verdier, G. (2023). Digitalization and tax administration capacity. IMF Fiscal Studies, 23(4), 

1–30. https://doi.org/10.5089/imffs.2023.230401 

Halim, A., Yusuf, M., & Ramadhan, F. (2024). AI adoption in tax offices and compliance improvement. Journal of Contemporary 

Tax Research, 7(1), 55–76. https://doi.org/10.21098/jctr.2024.71055 

Hansen, P., Olsen, K., & Berg, N. (2023). Machine learning and tax audit selection efficiency. Nordic Journal of Public Finance, 

19(3), 210–232. https://doi.org/10.1080/njpf.2023.193210 

Harrison, L., Brooks, D., & Patel, S. (2022). Algorithmic bias in AI-based tax administration systems. Journal of Public Ethics 

and AI, 4(2), 118–139. https://doi.org/10.1016/jpeai.2022.420118 

Hidayat, R., Fuadah, L. L., & Pratama, B. (2025). Artificial intelligence and tax compliance modernization: Evidence from 

literature synthesis. International Journal of Tax and Digital Policy, 6(1), 1–24. https://doi.org/10.21098/ijtdp.2025.61001 

IMF. (2022). Digitalization in tax administration: Policy lessons and institutional implications. IMF Publishing, 1–42. 

https://doi.org/10.5089/imf.dta.2022.001 

Jackson, M., Turner, A., & Hill, R. (2023). AI, public accountability, and tax governance. Public Administration and Technology 

Review, 13(4), 270–292. https://doi.org/10.1080/patr.2023.134270 

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: An analysis of managerial behavior, agency costs, and ownership 

structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X 

http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366


 Jurnal Manajemen Pendidikan   Volume 14, No. 01, 2026, Halaman 776 – 786 

 https://jmp-unpak.id/index.php/jmp   e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296  
  Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan 
 

- 785 - 

Khan, U., Ahmed, S., & Rehman, F. (2024). AI-driven compliance monitoring in public finance administration. Public Finance 

Technology Journal, 8(2), 99–121. https://doi.org/10.1016/pftj.2024.82099 

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2023). Enforced and voluntary tax compliance in digital environments. Journal of Economic 

Psychology, 89, 102–120. https://doi.org/10.1016/j.joep.2023.102120 

Koumpias, A. M., Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2023). Digital technologies and tax compliance outcomes. Public 

Finance Review, 51(4), 789–812. https://doi.org/10.1177/PFR.2023.514789 

Krause, T., & Polo, A. (2023). Artificial intelligence in tax audits: Opportunities and institutional risks. Accounting Horizons, 

37(2), 155–173. https://doi.org/10.2308/acch-2023-372155 

Kurniawati, D., Latief, M., & Sembiring, R. (2023). Machine learning and taxpayer segmentation for compliance strategy. Jurnal 

Akuntansi Teknologi, 9(3), 177–198. https://doi.org/10.21098/jat.2023.93177 

Lee, H., Kim, S., & Park, J. (2024). AI-assisted public service delivery and tax morale. Asian Public Administration Review, 

21(1), 60–82. https://doi.org/10.1080/apar.2024.2101060 

Lestari, P., Wibowo, H., & Mahendra, Y. (2024). Ethical issues in AI-based tax compliance systems. Journal of Governance and 

Digital Ethics, 5(2), 91–113. https://doi.org/10.1016/jgde.2024.52091 

Li, X., Chen, W., & Zhao, J. (2023). Artificial intelligence, transparency, and tax reporting accuracy. International Journal of 

Accounting Information Systems, 18(4), 244–266. https://doi.org/10.1016/ijais.2023.184244 

Lopez, A., Martin, S., & Vega, P. (2022). Data analytics capability and fiscal compliance performance. Fiscal Analytics Journal, 

7(4), 300–321. https://doi.org/10.1080/faj.2022.740300 

Mahmood, R., Abbas, K., & Yousaf, N. (2023). Determinants of AI implementation in tax administrations. International Journal 

of Public Sector Management, 16(3), 188–210. https://doi.org/10.1108/IJPSM-2023-163188 

Martinez, J., Flores, R., & Castillo, D. (2024). AI-enhanced fraud detection and taxpayer monitoring systems. Journal of Forensic 

Tax Studies, 10(2), 134–156. https://doi.org/10.1016/jfts.2024.102134 

Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses 

to technological innovation. Journal of Economic Behavior & Organization, 189, 172–193. 

https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007 

Mensah, E., Boateng, P., & Asante, K. (2024). AI adoption and revenue mobilization in tax institutions. African Journal of Public 

Revenue, 6(1), 47–69. https://doi.org/10.1016/ajpr.2024.61047 

Mhlanga, D. (2023). Artificial intelligence in the public sector: Opportunities for tax administration. Sustainability and 

Governance Review, 15(8), 1–18. https://doi.org/10.3390/sgr15080018 

Morgan, C., Ellis, R., & Ward, J. (2022). Digital compliance platforms and automated tax administration. Journal of Public 

Systems Innovation, 11(2), 83–104. https://doi.org/10.1080/jpsi.2022.112083 

Nguyen, T., & Tran, Q. (2023). AI adoption in tax authorities: A comparative institutional study. Public Administration Review, 

83(5), 1021–1035. https://doi.org/10.1111/puar.2023.831021 

OECD. (2023). Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies (pp. 

1–328). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/taxadmin-2023-en 

Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and compliance: Evidence from firm-level reforms. American 

Economic Journal: Economic Policy, 14(1), 1–38. https://doi.org/10.1257/pol.20220101 

Patel, N., Sharma, V., & Gupta, R. (2024). AI, compliance culture, and taxpayer services. Journal of Digital Government Studies, 

12(3), 215–237. https://doi.org/10.1016/jdgs.2024.123215 

Pratama, B., Hidayat, R., & Fuadah, L. L. (2025). Artificial intelligence in tax compliance: A systematic literature review. Journal 

of International Tax and Innovation, 4(1), 1–26. https://doi.org/10.21098/jiti.2025.41001 

Rahman, F., Putra, I., & Ananda, N. (2024). Taxpayer behavior analytics using artificial intelligence. Jurnal Sistem Informasi 

Fiskal, 8(2), 122–144. https://doi.org/10.21098/jsif.2024.82122 

Rodriguez, E., Sanchez, M., & Perez, H. (2023). Risk-based compliance and AI governance in taxation. International Tax 

Administration Journal, 17(4), 276–299. https://doi.org/10.1080/itaj.2023.174276 

Santoso, H., Wijaya, A., & Mulyani, S. (2023). Data analytics and AI readiness in tax institutions. Jurnal Akuntansi dan Sistem 

Digital, 6(3), 165–187. https://doi.org/10.21098/jasd.2023.63165 

Setiawan, R., Puspita, M., & Laksana, D. (2024). Institutional readiness for AI-based tax administration. Journal of Public Sector 

Digitalization, 9(1), 70–92. https://doi.org/10.1016/jpsd.2024.91070 

Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement in the digital age. Journal of Economic Literature, 57(4), 904–954. 

https://doi.org/10.1257/jel.20191572 

Smith, R., Nelson, P., & Cooper, J. (2022). AI-supported tax decision systems and administrative accountability. Review of Public 

Technology, 14(2), 119–141. https://doi.org/10.1080/rpt.2022.142119 

Suryani, D., Prakoso, T., & Wulandari, R. (2024). Artificial intelligence and tax audit effectiveness in Indonesia. Jurnal Riset 

Perpajakan Modern, 3(2), 88–110. https://doi.org/10.21098/jrpm.2024.32088 

Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2022). Mapping the challenges of artificial intelligence in the public sector. Government Information 

Quarterly, 39(2), 101–115. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101115 

http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007


 Jurnal Manajemen Pendidikan   Volume 14, No. 01, 2026, Halaman 776 – 786 

 https://jmp-unpak.id/index.php/jmp   e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296  
  Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan 
 

- 786 - 

Sutanto, E., Halimah, N., & Yasin, M. (2023). AI and taxpayer service innovation in digital tax ecosystems. Journal of Fiscal 

Innovation, 7(4), 250–271. https://doi.org/10.1016/jfi.2023.742250 

Taylor, B., Roberts, C., & Hughes, M. (2023). Artificial intelligence and automated compliance frameworks. Journal of 

Regulatory Technology, 10(3), 199–220. https://doi.org/10.1080/jrt.2023.103199 

Torgler, B. (2022). Tax morale and compliance behavior in technology-based systems. Public Choice, 192(1–2), 23–45. 

https://doi.org/10.1007/s11127-022-192023 

Utami, N., Harefa, J., & Syahputra, D. (2024). AI-based fraud analytics in tax reporting systems. Jurnal Analitik Fiskal, 4(1), 33–

57. https://doi.org/10.21098/jaf.2024.41033 

Wibisono, A., Haryanto, S., & Fitriani, L. (2023). Digital transformation and AI capability in tax compliance management. 

Journal of Tax Technology and Society, 5(2), 109–131. https://doi.org/10.1016/jtts.2023.520109 

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2021). Artificial intelligence and public administration: Applications and challenges. 

International Journal of Public Administration, 44(7), 596–615. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1729181 

World Bank. (2023). Digital transformation of tax administration (pp. 1–214). World Bank Publications. 

https://doi.org/10.1596/wb.dtta.2023.001 

Yuliana, R., Hidayati, S., & Saputra, M. (2024). Adoption of artificial intelligence for improving tax compliance services. Jurnal 

Tata Kelola Fiskal, 11(1), 52–74. https://doi.org/10.21098/jtkf.2024.110152 

Zhang, L., & Chen, J. (2022). Big data analytics in tax compliance systems. Journal of Information Systems and Public Finance, 

36(4), 567–589. https://doi.org/10.1016/jispf.2022.364567 

Zhou, Y., & Kapoor, A. (2023). Machine learning applications in tax fraud detection. Expert Systems with Applications in Finance, 

212, 118–135. https://doi.org/10.1016/esaf.2023.212118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366

